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ABSTRAK 

Nilam Akhsanul Husna 

(21042325): 

Mekanisme Koordinasi Antara Dinas Sosial, 

Dinas Kesehatan, dan Satuan Polisi Pamong 

Praja (Satpol PP) Dalam Penanganan Orang 

Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Di Kota Solok 

  

 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan dalam mekanisme 

koordinasi antara Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Satuan Polisi Pamong Praja 

(Satpol PP) Kota Solok dalam penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). 

Meskipun ketiga instansi memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan 

penanganan yang tepat, aman, dan manusiawi terhadap ODGJ, pelaksanaan 

koordinasi di lapangan sering kali menghadapi kendala. Hal ini terlihat dari 

ketidakjelasan pembagian tugas, komunikasi yang belum terstruktur, serta 

ketiadaan kesepakatan formal lintas sektor. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana mekanisme koordinasi yang dijalankan, kendala yang 

dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam meningkatkan sinergi kelembagaan 

antarinstansi terkait. 

 Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. 

Data diperoleh melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi dengan informan 

dari Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Satpol PP, serta pihak terkait lainnya. Analisis 

dilakukan dengan menggunakan teori koordinasi Hasibuan (2006), yang 

menekankan faktor kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja, dan disiplin, 

serta teori mekanisme koordinasi Mintzberg (1983) dengan tiga bentuk koordinasi, 

yaitu Mutual Adjustment, Direct Supervision, dan Standardization. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme koordinasi penanganan 

ODGJ di Kota Solok belum berjalan optimal. Setiap instansi cenderung bekerja 

sesuai orientasi dan aturan masing-masing, sehingga koordinasi sering bersifat 

situasional dan ad hoc. Perbedaan acuan hukum, kurangnya komunikasi formal, 

serta ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) terpadu menjadi faktor 

penghambat utama. Meski demikian, terdapat upaya yang dilakukan melalui 

koordinasi informal, komunikasi cepat di lapangan, serta pelatihan bersama 

antarinstansi. Penelitian ini menegaskan pentingnya kesepakatan formal dan SOP 

lintas sektor sebagai dasar koordinasi agar penanganan ODGJ di Kota Solok dapat 

berjalan lebih efektif, terpadu, dan berkesinambungan. 

Kata Kunci: Mekanisme Koordinasi, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Satpol PP, 

ODGJ. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 Latar Belakang 

 Suksesnya pelaksanaan konsep otonomi daerah, harus diiringi komitmen 

yang kuat dan konsistensi pemerintah. Tantangan yang paling berat adalah 

pelaksanaan dan pengembangan fungsi-fungsi pemerintahan melalui pemberian 

lebih banyak kewenangan kepada daerah (Mulyani, 2019). Pengembangan fungsi 

ini nantinya akan berdampak pada peningkatan kemampuan daerah secara kreatif 

mendayagunakan kewenangan yang telah dilimpahkan oleh pemerintah pusat. 

 Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, otonomi daerah diartikan 

sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus 

sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk 

menyelenggarakan urusan pemerintahan baik yang wajib maupun pilihan. Urusan 

wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten/kota meliputi 

perencanaan dan pengendalian pembangunan, tata ruang, ketertiban umum dan 

ketentraman masyarakat, sarana dan prasarana umum, kesehatan, pendidikan, 

penanggulangan masalah sosial, ketenagakerjaan, pengembangan koperasi dan 

usaha kecil menengah, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan 

sipil, administrasi umum pemerintahan, penanaman modal, serta pelayanan dasar 

dan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. 

 Berdasarkan Bab XIX Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, negara 

dalam menata dan mengatur sistem pemerintahannya mempunyai cita-cita yang 
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ingin dicapai. Cita-cita dan tujuan ini merupakan gambaran nilai-nilai yang diyakini 

kebenarannya oleh masyarakat yang kemudian dijadikan sebagai dasar pijakan 

dalam melaksanakan pembangunan di negaranya. Pelaksanaan pembangunan 

tentunya membutuhkan kondisi yang kondusif yang identik dengan adanya kondisi 

ketentraman dan ketertiban. Sehubungan dengan adanya kondisi ketentraman dan 

ketertiban, maka perlu diadakan pengaturan dan perencanaan terhadap ketentraman 

dan ketertiban di daerah secara terencana dan terpadu. 

 Lebih lanjut dijelaskan bahwa, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian 

Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan 

urusan pemerintah oleh daerah. Pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan 

teknis operasional, pembinaan teknis operasional yang dilakukan oleh Kepala 

Daerah sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan melalui kegiatan: (a) 

Pembinaan etika profesi, (b) Koordinasi, (c) Pengembangan pengetahuan dan 

keterampilan, (d) Manajemen penegakan Perda dan Perkada, (e) Peningkatan 

kualitas pelayanan, dan (f) Peningkatan kapasitas kelembagaan.  

 Indonesia merupakan negara hukum yang berdasar Undang-Undang Dasar 

Tahun 1945. Sesuai dengan amanat UUD tersebut, sudah menjadi keharusan bagi 

suatu negara untuk merespon berbagai macam permasalahan yang muncul. 

Permasalahan ini tidak akan sama di tiap kabupaten/kota yang ada di Indonesia dan 

tentunya akan berbeda pula dalam merespon permasalahan tersebut. Salah satu 

bentuk respon adalah penanganan permasalahan ketentraman dan ketertiban umum 

(Trantibum) termasuk di dalamnya permasalahan sosial yang meliputi Orang 

Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).  
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 Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) mengacu pada pola perilaku yang 

umumnya terkait dengan stress atau kelainan mental yang memengaruhi fungsi 

sosial mereka. Beberapa contoh gangguan mental termasuk depresi, gangguan jiwa, 

atau psikosis. Keberadaan individu dengan gangguan jiwa di dalam masyarakat 

dapat menjadi masalah sosial baru yang membutuhkan tindakan khusus dalam 

mengatasinya. Gangguan jiwa meliputi berbagai kondisi yang tidak normal, baik 

secara fisik maupun mental. Terdapat banyak faktor yang dapat menyebabkan 

gangguan jiwa, termasuk dalam hal ini adalah hubungan yang tidak memuaskan 

dengan orang lain (Vitoasmara et al., 2024). 

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014, dinyatakan bahwa Orang 

Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang 

mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi 

dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta 

dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang 

sebagai manusia. Di Kota Solok sendiri masih terdapat Orang Dengan Gangguan 

Jiwa (ODGJ) yang terlantar atau menggelandang. Orang Dengan Gangguan Jiwa 

(ODGJ) yang menggelandang tersebut tidak semua penduduk asli Kota Solok 

namun sebagian berasal dari daerah lain.  

Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) tersebut di tangani oleh Dinas Sosial 

Kota Solok, dan dalam penertibannya Dinas Sosial bekerja sama dengan Satuan 

Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Kesehatan. Dalam Penanganan ODGJ 

sendiri sebenarnya tidak bisa hanya di tangani oleh satu instansi saja, harus adanya 

koordinasi antar lembaga agar dalam penanganannya berjalan secara maksimal. 
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Dinas Sosial harus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Satuan Polisi 

Pamong Praja (Satpol PP). Upaya penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa 

(ODGJ) terlantar berupa penertiban sebenarnya telah sering dilakukan oleh Dinas 

Sosial maupun Satpol PP. Namun dalam pelaksanaannya belum optimal karena 

tidak adanya koordinasi antara Dinas Sosial dengan Satpol PP. Sehingga tidak 

adanya kejelasan siapa yang seharusnya bertanggung jawab dalam menangani 

Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar di Kota Solok. Akibatnya terjadi 

saling lempar tanggung jawab ketika masyarakat melaporkan keberadaan Orang 

Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar kepada Dinas Sosial maupun Satpol PP. 

Satpol PP menganggap hal tersebut adalah kewajiban Dinas Sosial begitu pula 

sebaliknya. 

 Permasalahan di atas, tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD). Perlu sinergi dan koordinasi antara pihak-pihak terkait 

dengan permasalahan di atas. Permasalahan ODGJ merupakan unit kerja dari Dinas 

Sosial, Dinas Kesehatan, dan Satpol PP. Kesemua unit kerja tersebut tertuang dalam 

Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) OPD masing-masing. ODGJ juga sering di 

temukan di Kota Solok. Kemunculannya ODGJ menimbulkan gangguan terhadap 

keamanan dan ketertiban diwilayah perkotaan. ODGJ mengamuk dan menciptakan 

ketidaknyamanan pengendara dan pejalan kaki terutama di tempat keramaian. 

Gangguan ini sangat menggangu ketentraman dan ketertiban apabila tidak ada 

penanganan lebih lanjut oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam hal 

ini Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Satpol PP. Penegakan peraturan daerah dan 

keputusan kepala daerah, merupakan tugas utama dari Satpol PP. Ini tidak mudah 
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karena akan banyak masalah yang menghambat penegakan peraturan daerah 

tersebut. Salah satu masalah adalah tidak adanya koordinasi antar sesama OPD 

terkait dengan permasalahan ODGJ. 

 Pemasalahan inilah yang diduga menjadi penyebab tidak tuntasnya 

penangan ODGJ di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Satpol 

PP ditemukan fakta bahwa tidak ada koordinasi terhadap penanganan permasalahan 

ODGJ: 

“Satpol PP diamanatkan sebagai penegak perda (Peraturan Daerah Nomor 

4 Tahun 2022 Kota Solok), Pasal 5 berbunyi (1) Dalam penyelenggaraan 

Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Daerah, Pemerintah Daerah 

berwenang melakukan: a. penanganan gangguan Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum; b. penegakan Perda dan Peraturan Walikota; dan c. 

pembinaan PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah. (2) Kewenangan yang 

dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan oleh Satpol PP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.” (Wawancara dengan Bapak Zulkarnaini, tanggal 06 Januari 

2025) 

 

 Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Satpol PP mempunyai tugas sebagai 

penegak perda dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Ini 

mengisyaratkan bahwa Satpol PP adalah eksekutor jika ada pelanggaran berkaitan 

dengan ketentraman dan ketertiban umum. Kewenangan ini dipertegas pada ayat 

(2) bahwa kewenangan penegakan perda dilaksanakan oleh Satpol PP. Berkaitan 

dengan ODGJ berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Pasal 5 Angka 1 dijelaskan 

bahwa:  

“Penanganan dan penegakan dilakukan apabila telah terjadi pelanggaran 

terhadap perda. Mekanisme wewenang ini terjadi apabila tindakan 

preventif, seperti sosialisasi, musyawarah, mufakat, dan negosiasi, menemui 

jalan buntu. Tindakan preventif seperti yang disebutkan di atas dilakukan 

oleh dinas terkait dengan permasalahan yang ada, bukan oleh Satpol PP. 

Untuk permasalahan pasar, itu menjadi tanggung jawab Dinas Koperasi dan 

Perdagangan (Koperindak), untuk parkir menjadi tanggung jawab Dinas 
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Perhubungan, sedangkan untuk ODGJ menjadi tanggung jawab Dinas 

Sosial dan Dinas Kesehatan.” (Wawancara dengan Bapak Zulkarnaini, 

tanggal 06 Januari 2025) 

 

Berdasarkan wawancara di atas, jelas bahwa wewenang Satpol PP baru 

dapat diterapkan jika telah terjadi pelanggaran terhadap perda. Selama belum ada 

pelanggaran perda, terutama yang berkaitan dengan gangguan ketentraman dan 

ketertiban umum, maka Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) menjadi tanggung 

jawab Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. Lebih lanjut, Kepala Satpol PP 

menjelaskan:  

“Inilah yang menjadi permasalahan, dinas terkait tidak mengetahui tupoksi 

mereka sendiri. Semua itu dianggap kewenangan Satpol PP. Hal tersebut 

memang benar jika menyangkut eksekusi, tetapi masalah lain sebelum 

terjadinya eksekusi bukanlah kewenangan Satpol PP dan ini jelas termaktub 

dalam perda. Berdasarkan SOP, Dinas Sosial seharusnya menjadi inisiator 

untuk menjalin koordinasi dalam penanganan masalah, namun hal ini tidak 

terjadi. Satpol PP juga berusaha untuk menjadi inisiator dalam hal ini, tetapi 

saat diundang, justru Dinas Sosial yang tidak hadir.” (Wawancara dengan 

Bapak Zulkarnaini, tanggal 06 Januari 2025) 

 

 Berdasarkan wawancara di atas, terlihat bahwa Dinas Sosial dalam masalah 

penanganan ODGJ tidak mengetahui tupoksinya sendiri. Semua kewenangan 

dianggap sebagai tanggung jawab Satpol PP. Kewenangan seperti sosialisasi, 

pembinaan dan sebagainya, dianggap sebagai tupoksi Satpol PP. Akibatnya, Dinas 

Sosial cenderung tidak menangani kasus tersebut jika mereka tidak turun ke 

lapangan. Permasalahan ketidakpahaman terhadap tupoksi dan kurangnya 

koordinasi menjadi penyebab keputusan di lapangan harus diambil dan segera 

dilakukan oleh komandan di lapangan tanpa menunggu arahan dari Dinas Sosial.  

 Kejadian di lapangan digambarkan oleh Kasi Operasi Satpol PP yang 

menyatakan: “Saat turun ke lapangan, sering tidak ada pendampingan dari Dinas 
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Sosial menyangkut permasalahan ODGJ, karena seharusnya Dinas Sosial sebagai 

leading sector dan Satpol PP sebagai pendamping jika terjadi keadaan di luar 

kendali.” (Wawancara dengan Bapak Sasmeldi, 10 Januari 2025) 

Wawancara di atas menjelaskan bahwa saat turun ke lapangan, sering kali 

Dinas Sosial tidak hadir. Sehingga Satpol PP bekerja sendiri. Tugas dan wewenang 

Satpol PP adalah sebagai pendamping, bukan sebagai leading sector dalam 

permasalahan ODGJ. Mekanisme laporan masuk kasus dan turun ke lapangan 

dijelaskan oleh Kasi Operasi Satpol PP:   

“Idealnya seperti ini, jika ada pengaduan masyarakat (kita hanya membahas 

masalah ODGJ), jika pengaduan tersebut disampaikan ke Satpol PP, maka 

akan langsung berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. 

Begitu pula jika pengaduan disampaikan ke Dinas Sosial. Apa yang terjadi 

setelah itu, (biasanya berdasarkan koordinasi, akan bertemu langsung di 

lokasi agar tidak membuang-buang waktu). Namun, ternyata saat di lokasi 

Dinas Sosial tidak ada dan meskipun ditunggu mereka tidak datang. Dalam 

kondisi ini, kami belum akan bertindak, kami tetap menunggu, kecuali jika 

keadaan sudah di luar kendali, misalnya jika ODGJ mengamuk.” 

(Wawancara dengan Bapak Sasmeldi, 10 Januari 2025) 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, terlihat bahwa koordinasi awal 

memang ada, tetapi tidak saat di lapangan. Padahal, yang terpenting itu adalah 

adanya petujuk langsung dari leading sector terkait langkah-langkah dan keputusan 

yang akan diambil terkait permasalahan yang ada di lapangan. Jadi tidak adanya 

arahan dari leading sector, menyebabkan komandan di lapangan harus mengambil 

keputusan sendiri.  

Aktivitas terkoordinasi dapat dianggap sebagai karakteristik penentu dalam 

pengorganisasian dan organisasi. Seperti yang dicatat oleh McPhee dan Iverson 

(2013), "kekuatan sinyal" organisasi berasal dari kerja terkoordinasi para anggota 

dan pemangku kepentingan. Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-
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tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen-

departemen atau bidang-bidang fungsional) pada suatu organisasi untuk mencapai 

tujuan secara efisien dan efektif (Handoko, 2016).  

Jadi dapat disimpulkan bahwa koordinasi merupakan proses 

pengintegrasian tujuan dan aktivitas di dalam suatu perusahaan atau organisasi agar 

mempunyai keselarasan di dalam mencapai tujuan yang ditetapkan, 

pengkoordinasian dimaksudkan agar pimpinan dapat mengkoordinir sumber daya 

manusia dan sumber daya lain yang dimiliki organisasi tersebut. Kekuatan suatu 

organisasi tergantung pada kemampuannya untuk menyusun berbagai sumber 

dayanya dalam mencapai satu tujuan. Kondisi tidak adanya koordinasi ini yang 

terjadi dalam penanganan permasalahan ODGJ. Sebagaimana SOP Dinas Sosial 

dalam penanganan ODGJ serta keterkaitannya dengan Satpol PP: 

“Selama ODGJ masih dalam kondisi kondusif atau masih dalam tingkat 

aman dan tidak membahayakan, Satpol PP hanya mendampingi Dinas 

Sosial dan Dinas Kesehatan. Jika ODGJ mengamuk dan situasi tersebut 

masih dapat diatasi oleh Dinas Kesehatan, Satpol PP tidak akan bertindak 

karena mereka tidak memiliki peralatan yang diperlukan, seperti senjata 

kejut dan sling tubuh untuk mengikat ODGJ yang mengamuk. Setelah 

ODGJ diamankan, tanggung jawab kembali kepada Dinas Sosial, yang akan 

meminta tempat di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) dan Rumah Sakit Umum 

Daerah (RSUD) serta berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Namun, 

kenyataannya di lapangan seringkali berbeda. Kami terpaksa melakukan 

tindakan langsung karena Dinas Sosial tidak hadir, sehingga kami harus 

melumpuhkan ODGJ yang mengamuk tanpa pendampingan dari Dinas 

Sosial dan Dinas Kesehatan. Intinya, kami harus segera mengambil 

keputusan.” (Wawancara dengan Bapak Sasmeldi, 10 Januari 2025) 

 

 Berdasarkan hal tersebut, pengambilan tindakan disaat pelaksanaan tugas 

lapangan oleh Satpol PP harus segera dilakukan. Masalah-masalah yang dihadapi 

berkaitan dengan penanganan ODGJ memerlukan penyelesaian segera. Dalam 

proses penertiban ODGJ di Kota Solok, Dinas Sosial saling berkoordinasi dengan 
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Satpol PP, Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) untuk menangani dan 

mencegah ODGJ yang berada di jalanan dan belum pernah mendapat perawatan 

atau tertangkap pada saat penertiban angkut. Tercapainya tujuan pelaksanaan 

koordinasi tergantung pada seberapa lengkap informasi terkait masalah yang akan 

dikoordinasikan dari pihak yang terkait, sehingga ketika data atau permasalahan 

yang diterima dengan cepat dan koordinasi yang tepat maka makin cepat pula 

tindakan yang diambil oleh instansi yang terkait dalam proses penertiban ODGJ 

yang ada dijalanan atau yang tersebar di Kota Solok. 

Mintzberg (1983) menyatakan bahwa koordinasi merupakan upaya 

pelaksanaan proses bersama dengan baik sesuai dengan keputusan bersama yang 

telah disusun sebelumnya. Tujuan diadakannya koordinasi adalah untuk 

menyelaraskan semua kegiatan antarunit kerja, instansi, atau pejabat ke arah 

pencapaian bersama secara keseluruhan (Wijono, 2009). 

Peranan dan koordinasi antar instansi tersebut turut tercantum dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan 

Jiwa Pasal 76 ayat 2 yang berbunyi “Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam 

mengadakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang Kesehatan Jiwa 

sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) wajib berkoordinasi dengan pemangku 

kepentingan”. Serta Pasal 80 yang berbunyi “Pemerintah dan Pemerintah Daerah 

bertanggung jawab melakukan penatalaksanaan terhadap ODGJ yang terlantar, 

menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau 

menganggu ketertiban dan/atau keamanan umum”. Bedasarkan pasal tersebut telah 
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menjadi dasar bahwa pemerintah dan instansi terkait memiliki peranan penting serta 

kewajiban terhadap penanganan ODGJ. 

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2017 tentang 

Mekanisme Koordinasi Kerja Pemerintah Daerah menjadi acuan utama dalam 

mengatur koordinasi antar OPD di Provinsi Sumatera Barat. Dalam peraturan ini, 

dijelaskan bahwa koordinasi kerja pemerintah daerah dipimpin oleh Asisten dengan 

ruang lingkup tugas yang berbeda-beda, yaitu: Asisten Pemerintahan dan 

Kesejahteraan Rakyat; Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan kebijakan dan 

tugas bidang pemerintahan, otonomi daerah, hukum, kesejahteraan rakyat, dan lain-

lain. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; Mengkoordinasikan pelaksanaan 

penyusunan kebijakan dan tugas bidang perekonomian, pembangunan, pengadaan 

barang dan jasa, dan lain-lain. Asisten Administrasi Umum; Mengkoordinasikan 

pelaksanaan penyusunan kebijakan dan tugas di bidang organisasi perangkat 

daerah, tata administrasi, dan lain-lain. 

Peraturan Gubernur di atas tidak mengatur secara spesifik koordinasi kerja 

antarbidang dan tentunya tidak mengatur koordinasi antara Dinas Sosial, Dinas 

Kesehatan, dan Satpol PP dalam penanganan ODGJ. Peraturan daerah Kota Solok 

yang mengatur mekanisme koordinasi antardinas atau Organisasi Perangkat Daerah 

(OPD) tidak tersedia, hal ini berdampak pada kerancuan pelaksanaan tugas di 

lapangan. Tidak adanya regulasi berkaitan dengan mekanisme koordinasi antara 

Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Satpol PP dalam penanganan Orang Dengan 

Gangguan Jiwa (ODGJ) dapat dilihat dari beberapa aspek yang saling terkait. 
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Pertama, kurangnya kesadaran akan pentingnya koordinasi antardinas dalam 

penanganan ODGJ, ini menyebabkan masing-masing dinas fokus pada tugas dan 

fungsi masing-masing tanpa memahami bagaimana koordinasi dapat meningkatkan 

efektivitas penanganan. Hal ini dapat disebabkan kurangnya pemahaman tentang 

peran dan tanggung jawab masing-masing dinas dalam penanganan ODGJ. 

Selain itu, tidak adanya regulasi yang jelas tentang mekanisme koordinasi 

antardinas dalam penanganan ODGJ dapat menyebabkan kebingungan dan 

ketidakjelasan dalam pelaksanaan tugas. Regulasi yang jelas dan terstruktur dapat 

membantu memastikan bahwa masing-masing dinas memahami peran dan 

tanggung jawabnya dalam penanganan ODGJ, serta bagaimana mereka dapat 

bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. 

Keterbatasan sumber daya juga dapat menjadi faktor yang menghambat 

pelaksanaan koordinasi antardinas. Anggaran, tenaga, dan fasilitas yang terbatas 

dapat menyebabkan dinas-dinas tersebut lebih fokus pada tugas dan fungsi masing-

masing daripada berusaha untuk berkoordinasi dan bekerja sama. Perbedaan 

pendekatan dan prioritas antardinas juga dapat menjadi tantangan dalam 

pelaksanaan koordinasi. Masing-masing dinas mungkin memiliki pendekatan dan 

prioritas yang berbeda dalam penanganan ODGJ, yang dapat menyebabkan 

kesulitan dalam mencapai kesepakatan dan koordinasi. Oleh karena itu, perlu 

dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya koordinasi, 

mengembangkan regulasi yang jelas, dan meningkatkan kerja sama antardinas 

dalam penanganan ODGJ. 
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Dalam konteks penanganan ODGJ, koordinasi antardinas sangat penting 

untuk memastikan bahwa ODGJ mendapatkan penanganan yang komprehensif dan 

efektif. ODGJ memerlukan penanganan yang tidak hanya fokus pada aspek 

kesehatan, tetapi juga aspek sosial dan keamanan. Oleh karena itu, kerja sama 

antara Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Satpol PP sangat penting untuk 

memastikan bahwa ODGJ mendapatkan penanganan yang tepat dan efektif. 

Dengan demikian, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan koordinasi 

antardinas dalam penanganan ODGJ, termasuk pengembangan regulasi yang jelas, 

peningkatan kesadaran akan pentingnya koordinasi, dan peningkatan kerja sama 

antardinas. Dengan demikian, penanganan ODGJ dapat menjadi lebih efektif dan 

efisien, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup ODGJ dan masyarakat sekitar. 

Pada kondisi aktualnya, ada permasalahan dalam pelaksanaan koordinasi 

antar instansi tersebut dimana kendala ini juga menjadikan permasalahan utama 

bertambahnya ODGJ yang ada. Adapun kendala yang ditemukan seperti 

komunikasi dua arah yang tidak berjalan antara Dinas Sosial dan Satpol PP dalam 

melakukan penertiban ODGJ dan tidak adanya konfirmasi yang dilakukan pada saat 

menjalankan tugas inspeksi ataupun mendapati kasus-kasus baru yang. Kemudian 

baik Dinas Sosial dan Satpol PP dalam upayanya mengantisipasi ODGJ, masih 

mengharapkan adanya informasi yang diberikan oleh masyarakat dan masih 

kurangnya tindakan inisiatif ataupun langkah preventif sehingga hal tersebut 

berkesan sangat lambat serta bertentangan dalam prinsip antisipasi yang dilakukan. 

Oleh sebab itu, hal ini juga yang menjadi ketertarikan penulis untuk 

mengkaji lebih lanjut mengenai koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Dinas 
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Kesehatan, dan Satpol PP dalam penanganan ODGJ. Berdasarkan latar belakang di 

atas, menarik untuk diteliti tentang “Mekanisme Koordinasi Antara Dinas Sosial, 

Dinas Kesehatan, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam 

Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kota Solok” 

 Identifikasi Masalah  

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini dapat 

ditarik beberapa identifikasi masalah. Adapun identifikasi masalah tersebut sebagai 

berikut: 

1. Dinas terkait belum sepenuhnya memahami tugas dan fungsi masing-masing 

dalam penanganan ketentraman dan ketertiban umum (Trantibum), termasuk 

masalah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), sehingga semua tanggung 

jawab dianggap sebagai kewenangan Satpol PP. 

2. Satpol PP berfungsi sebagai pendamping OPD terkait dan hanya dapat 

bertindak setelah mendapatkan izin dalam situasi darurat, seperti ketika ODGJ 

mengamuk, sementara pengambilan keputusan di lapangan sering dilakukan 

oleh komandan lapangan. 

3. Mekanisme koordinasi antara Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Satpol PP 

tidak jalan dengan baik, mengakibatkan penangan ODGJ tidak optimal. 

4. Satpol PP Kota Solok mengambil tindakan sendiri tanpa bisa berkoordinasi 

dalam menangani ODGJ, sehingga pengambilan keputusan dan tindakan harus 

dilakukan untuk meminimalkan dampak yang terjadi. 
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 Batasan Masalah 

 Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini dibatasi pada 

penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) oleh Dinas Sosial, Dinas 

Kesehatan, dan Satpol PP selama periode tahun 2024 dengan tema Mekanisme 

Koordinasi Antara Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Satuan Polisi Pamong Praja 

(Satpol PP) dalam Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kota 

Solok. 

 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan pada batasan masalah di atas, dapat disimpulkan beberapa 

rumusan masalah yaitu: 

1. Bagaimana koordinasi antara Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Satuan Polisi 

Pamong Praja (Satpol PP) dalam penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa 

(ODGJ) di Kota Solok? 

2. Bagaimana mekanisme koordinasi antara Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan 

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penanganan Orang Dengan 

Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kota Solok? 

 Tujuan Penulisan 

 Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, dapat disimpulkan beberapa 

tujuan penelitian yaitu: 

1. Untuk mengetahui koordinasi antara Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan 

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penanganan Orang Dengan 

Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kota Solok. 
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2. Untuk mengetahui mekanisme koordinasi antara Dinas Sosial, Dinas 

Kesehatan, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penanganan 

Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kota Solok. 

 Manfaat Penulisan 

1. Manfaat Teoritis   

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang ilmu 

administrasi negara, khususnya mengenai mekanisme koordinasi antara 

Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol 

PP) dalam penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) serta 

memberikan wawasan tentang peran masing-masing instansi dalam 

menjaga ketentraman dan ketertiban umum. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana koordinasi 

antar instansi dalam penanganan ODGJ di Kota Solok dapat 

ditingkatkan untuk mencapai hasil yang lebih efektif. 

b. Bagi Instansi/Pemerintah, penelitian ini juga diharapkan dapat 

memberikan masukan yang berguna bagi Dinas Sosial, Dinas 

Kesehatan, dan Satpol PP Kota Solok dalam meningkatkan sinergi 

dan kolaborasi mereka dalam menangani ODGJ, sehingga 

penanganan masalah sosial dapat dilakukan dengan lebih baik dan 

terkoordinasi. 
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c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pemahaman tentang peran dan tanggung jawab masing-masing 

instansi dalam penanganan ODGJ, serta tantangan yang dihadapi oleh 

Satpol PP dan instansi terkait dalam menjaga ketertiban dan keamanan 

di lingkungan sekitar. 
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BAB V  

PENUTUP 

 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan 

bahwa koordinasi antara Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Satpol PP Kota Solok 

dalam penanganan ODGJ belum efektif dan menghadapi hambatan struktural 

maupun fungsional. Meskipun memiliki tujuan sama untuk memberikan 

penanganan cepat, tepat, dan manusiawi, implementasi di lapangan menunjukkan 

sinergi kelembagaan yang lemah. Menurut teori Mintzberg (1983), mekanisme 

koordinasi berupa Mutual Adjustment, Direct Supervision, dan Standardization 

telah diupayakan, namun masih lemah. Mutual Adjustment bersifat informal 

melalui telepon atau WhatsApp tanpa tindak lanjut resmi; Direct Supervision belum 

terpadu sehingga Satpol PP sering menjadi pelaksana utama; Standardization 

belum ada SOP terpadu, menyebabkan tumpang tindih kewenangan. 

 Selain itu, faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi menurut Hasibuan 

(2006) seperti kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja, dan disiplin belum 

terwujud dengan baik, ditandai oleh lemahnya kesepahaman tugas, rendahnya 

disiplin koordinatif, dan ketiadaan regulasi lintas sektor. Kurangnya rapat 

koordinasi resmi juga memperparah kondisi sehingga penanganan ODGJ 

cenderung reaktif. Oleh karena itu, diperlukan SOP terpadu, penguatan regulasi 

formal, dan peningkatan kesadaran koordinatif agar penanganan ODGJ di Kota 

Solok lebih terencana, konsisten, dan berkelanjutan. 
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 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, disarankan peningkatan 

pemahaman dan penerapan mekanisme koordinasi lintas sektor antara Dinas Sosial, 

Dinas Kesehatan, dan Satpol PP dalam penanganan ODGJ di Kota Solok. Dinas 

Sosial sebagai leading sector diharapkan menginisiasi forum koordinasi resmi agar 

komunikasi, pembagian tugas, dan tindak lanjut kegiatan terlaksana terarah dan 

terdokumentasi. Instansi terkait perlu membangun sinergi pada setiap tahap 

penanganan, serta membentuk SOP terpadu untuk menghindari tumpang tindih 

kewenangan dan memperkuat tanggung jawab kolektif. Peningkatan kapasitas 

SDM, sarana pendukung, dan pengawasan berkala juga diperlukan untuk efektivitas 

implementasi kebijakan. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat praktis bagi 

pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan koordinasi lintas sektor yang 

terarah dan berkelanjutan, secara teoritis bagi pengembangan kajian administrasi 

publik, serta bagi masyarakat dalam meningkatkan pemahaman mengenai peran 

dan tanggung jawab instansi sehingga tercipta kerja sama yang aman, tertib, dan 

inklusif di Kota Solok. 
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